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SUPATI LAMPUNG SELATAlIt
 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir, maka perlu mengatur tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak 
Parkir; 

b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pajak Parkir tidak sesuai dengan kondisi 
saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati 
dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pajak Parkir. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahur, 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak 'Daerah. dim Retribusi Daerah (L'embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

11.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~3 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 10); 



Menetapkan 

13.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Sp:latan Tahun 2016 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung 3elatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5.	 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku. 

8.	 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 
Kontribusi wajib yang dilakukan orang atau Badan kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat rnemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kernakrnuran rakyat. 

9.	 Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Ncgara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 



dan bentuk badan lainnya terrnasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10.	 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, rncliputi 
pembayar pajak, pernotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan 
perpajakan daerah. 

11.	 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang. 

12.	 Pajak Parkiradalah Pajak yang dikenakan atas 
Penyelenggaraan tempat parkir. 

13.	 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 
yang tidak bersifat sementara. 

14.	 Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang 
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 
bermotor. 

15.	 Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan diatas rel. 

16.	 Kendaran tidak berrnotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga rnanusia darr/ atau hewan. 

17.	 Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan 
yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 
kendaraan bermotor yang memungut bayaran; 

18.	 Penyelenggaraan perparkiran adalah orang pribadi atau 
badan yang menyelenggarakan jasa perparkiran berupa 
gedung parkir, lingkungan parkir, pelataran parkir, garasi 
yang disewakan dan jenis ternpat parkir kendaraan lainriya 
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas 
nama pihak lain. 

19.	 Gedung parkir adalah bangunan tempat parkir kendaraan 
berupa gedung milik pemerintah atau swasta orang pribadi 
atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir secara 
terbuka. 

20.	 Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah atau 
swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau 
yang dikelola sebagai tempat parki.r secara terbuka. 

21.	 Garasi adalah balkon atau ruang rumah yang dipakai 
untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut 
bayaran. 



22.	 Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang atau 
bidang yang dipakai untuk menyimpan atau menaruh 
kendaraan untuk jangka waktu tertentu. 

22.	 Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

23.	 Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan 
Daerah. 

24.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 
sarnpai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada 
wajib pajak atau retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

25.	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
bukan objek pajak, darr/ atau harta dan kewajiban, sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah. 

26.	 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingka t 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke '<as Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk Bupati. 

27.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang se1anjutnya disingkat 
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang. 

28.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
pajak yang masih hams dibayar. 

29.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

30.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau seharusnya tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 



31.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang mer.entukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

32.	 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
danj atau sanksi administratif berupa bunga danj atau 
denda. 

33.	 Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
danjatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Sura t 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, a ta u 
Surat Keputusan Keberatan. 

34.	 Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap surat pemberitahuan paiak terutang, 
surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar, surat 
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat 
ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak 
daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib 
pajak, 

35.	 Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang 
diajukan oleh wajib pajak. 

36.	 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuar.gan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

37.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar perneriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi aaerah. 

38.	 Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan 
retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 



39.	 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran peraturan daerah. 

40.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

BAB II
 
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK
 

Pa~a12 

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan 
tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai 
suatu usaha, terrnasuk penycdiaan tempat penitipan kendaraan 
bermotor. 

Pasa13 

(1)	 Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir 
diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usana maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 
bermotor 

(2}	 Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a.	 gedung parkir; 

b.	 pelataran parkir; 

c.	 garasi yang disewakan; dan 

d.	 ternpat penitipan kendaraan. 

(3)	 Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah : 

a.	 penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan 
Pemerintahan Daerah; 

b.	 penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yan g 
hanya digunakan oleh karyawannya sendiri; 

c.	 penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan , 
konsulat, perwakilan negara Asing dan perwakilan 
Iernbaga-lembaga internasional dengan azas timbal 
balik; dan 

d.	 Ruang pamer j show room sebagai ruang 
memamerknn, memajang kendaraan untuk diperjual
belikan. 

(4)	 Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. perhotelan(penginapanjwismajtempat wisata; 



b.	 restauran/ruman rnakan; 

c.	 perbankan; 

d.	 pertokoan dan waralaba; 

e.	 apotik dan wa.rtel; 

f.	 rumah sakit, rumah beraaiinj klinikj praktik dokter; 

g.	 BUMD/BUMN dan Perusahaan; 

h.	 tempat penitipan kendaraan bermotor termasuk 

pangkalan truk dan sejer.isnya; 

1 tempat hiburan, rekreasi, kolam renang dan 

pemancingan; dan 

j tempat penjualan kendaraan bermotor. 

(5)	 Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi obyek pajak yang menyediakan fasilitas Parkir 
baik yang dikelola secara langsung maupun yang menjadi 
servis pelayanan dikenakan pajak parkir. 

Pasa14 

(1)	 Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
mc1akukan parkir kendaraan bermotor. 

(2)	 Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir. 

Pasa15 

Menunjuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai 
pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. 

BAB III
 
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN
 

PAJAK
 

Pasa16 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara 
ternpat parkir. 

(2)	 Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir 
cuma-cuma yang dibcrikan kepada penerima jasa parkir. 

Pasa17 

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut : 

(1)	 pajak parkir di wilayah bandar udara dan pelabuhan 
penyeberangan sebc sar 30 % (tiga puluh persen); dan 

(2)	 pajak parkir ditempat umum sebesar 10 % (sepuluh 
persen). 



Pasal8 

(1)	 Besamya pokok pajak yang teru.tang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6. 

(2)	 Untuk tarif tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut: 

a.	 truk gandengan, trailer dan alat berat lainnya 
= Rp.7500,

b. bue truk dan sejenis	 = Rp. 5000,

c.	 kendaraan angkutan barang/bok dan sejenisnya 
= Rp.4000,

d.	 sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya 
... Rp.3000,

e. sepeda motor	 = Rp. 1000,

(3)	 Besarnya pengenaan pembayaran Pajak Parkir progresif 
dihitung dengan cara mengalikan 30% ( tiga puluh persen) 
dengan jumlah pembayaran, dan ditempat umum dengan 
cara mengalikan tarif sebesar 10% (sepuluh persen). 

(4)	 Besarnya pembayaran Pajak Parkir untuk tempat parkir 
yang tidak memungut bayaran danI atau tempat parkir 
yang tidak menggunakan karcis parkir, dihitung dengan 
cara mengalikan dengan 30% (tiga puluh persen) dengan 
jumlah perolehan yang seharusnya diterima dan ditempat 
umum dengan cara mengalikan tarif sebesar ,10% [sepuluh 
persen), 

BABIV
 
W1LAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasa19 

Pajak yang teru.tang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

BABV
 
MASAPAJAK
 

Pasal10 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) bulan 
Kalender 

BABVI 
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJlB PAJAK 

Bagian Kesatu
 
Pendataan
 

Pasalll 

(1)	 Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan 
memberikan formulir pendataan kepada pemilik/ 
pengelola/ penanggung jawab usaha perparkiran. 



(2)	 Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
scrta ditandatangani oleh pemilikj pengelolaj penanggung 
jawab usaha perparkiran atau kuasanya. 

(3)	 Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh 
pemilik/ pengelola/penanggung jawab usaha perparkiran 
atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan 
pendaftaran usahanya kepada Kepala BPPRD untuk 
menjadi wajib pajak daerah, 

(4)	 Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam daftar 
wajib pajak dan kartu data yang merupakan hasil akhir 
yang akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD 
yang dilaporkan kepada wajib pajak. 

(5)	 Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua
 
Pendaftaran
 

Pasa112 

(1)	 Pendaftaran usaha perparkiran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (3) menggunakan fonnulir 
pendaftaran disampaikan kepada Kepala BPPRO melalui 
Bidang Pengembangan dan Penetapan. 

(2)	 Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan 
ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggu:1gjawab 
usaha perparkiran atau kuasanya dengan melampirkan : 

a.	 fotokopi identitas diri; 

b.	 surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan 

c.	 surat kuass, bermaterai cukup apabila pendaftaran 
dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas 
penerima kuasa. 

(3)	 Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampaikan ke Bidang Pengembangan dan 
Penetapan BPPRO, paling lambut 7 (tujuh) hari sejak yang 
bersangkutan memperoleh fonnulir pendaftaran. 

(4)	 Pemilikjpengelola/penanggungjawab usaha perparkiran 
yang telah mendaftarkan usahanya, selanjutnya Kepala 
BPPRO menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib 
pujak dengan menerbitkan NPWPO. 

(5)	 Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha 
perparkiran tidak menyampaikan formulir pendaftaran 
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pacta ayat (3), 
Kepala BPPRO menerbitkan NPWPD secara jaoatan. 



Bentuk dan tam. cara pengisian fonnulir pendaftaran(6) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAH VJI
 
BENTUK, lSI, TATA CARA PENERBITAN' DAN PENGISIAN
 

SPl'PD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
 

BagiaD Kesatu
 
PENERBITAN SPl'PD
 

Pasal13 

(1)	 Setiap wajib pajak, hams mengisi SPTPD dengan benar, 
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau 
kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang 
Pengembangan dan Penetapan BPPRD. 

(2)	 Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang 
Pengembangan dan Penetapan BPPRD dan/atau diperoleh 
mela1ui petugas yang rlitunjuk. 

(3)	 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya 
dibayar kepada penyelenggara parkir. 

(4)	 Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. 

(5)	 Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari 
libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) 
hari kelja berikutnya. 

(6)	 SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda 
tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(7)	 Bentuk, format dan tata cara pengisian fonnulir SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam 
Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal14 

(1)	 Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(4) diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati. 

(2)	 Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalarn Larnpiran IV dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



Baglan Kedua
 
PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN
 

Pasal15 

(1)	 Dalam jangka wnktu 5 (lima) tahun sesudah saat 
terutangnya Pajak Parkir, Bupati dapat menerbitkan: 

a.	 SKPDKB dalam hal: 

1.	 apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD 
temyata tidak benar, pajak parkir yang terutang 
tidak atau kurang dibayar; 

2.	 apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD 
kepada Kepala BPPRD dalam jangka waktu 
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; 
atau 

3.	 apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak 
dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung 
secara jabatan. 

b.	 SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan 
data baru dan! atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
Pajak Parkir yang terutang; dan 

c.	 SKPDN jika jumlah Pajak Parkir yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau 
Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

(2)	 Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir. 

(3)	 Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalarn 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Parkir 
tersebut. 

(4)	 Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelurn 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5)	 Jumlah Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 
25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Parkir 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang 
kurang dibayar atau terlambat dibayar .untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejek saat terutangnya Pajak Parkir. 
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(6)	 Bentuk dan tata cara pengisian SKPDKB, SKPDKBT dan 
SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran V,VI,VII dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAS VIII
 
TATA CARA PEMUBGUTAN, PEMBAYARAR, PEBAGIHAN,
 

PENUNDAAN PEMBAYARAN DAB PEMBAYARAB ANGSURAN
 

Bagian Keaatu 
Tab Cam Pemungutan 

Pasal16 

(1)	 Tata cara pemungutan Pajak Parkir dilakukan dengan cara 
menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri 
(self assesment system). 

(2)	 Menghitung, melapor dan membayar sendiri sebagaimana
 
dirnaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 

a.	 wajib pajak menyampaikan laporan produksi omset 
Pajak Parkir dan perhitungan pajak terutang dan 
perhitungan pajak terutang; 

b.	 hasil perhitungan Wajib Pajak akan diteliti dan 
diverifikasi kebenarannnya oleh petugas yang 
ditunjuk; 

c.	 Pajak terutang dituangkan dalam SPrPD; 

d.	 wajib pajak membayar sendiri Pajak Parkir 
berdasarkan SPTPD; dan 

e.	 bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka 
diterbitkan SKPD secara jabatan. 

(3)	 Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan
 
dilarang diborongkan.
 

Bagian Kedua 
Tata cara Pembayaran 

Pasal17 

(1)	 Pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir yang terutang
 
oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan
 
lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran
 
Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan.
 

(2)	 Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
 
terutang berdasarkan SPTPD paling lama 30 (tiga puluh)
 
hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
 

(3)	 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang
 
menyebabkan jumlah pajak parkir yang harus dibayar
 
bertambah merupakan dasar penagihan pajak parkir dan
 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
 
bulan sejak tanggal diterbitkan.
 



(4)	 Pajak Parkir yang terutang disetorkan laDpung ke 
Rekening Kas Daerah atau dapat melalui bendahara 
penerimaan BPPRD. 

(5)	 Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya 
dUakukan melalui bendanara penerimaan BPPRD, maka 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, 
bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah 
sesuai peratr....ran perundang-undangan yang berlaku. 

(6)	 Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu 
penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

(7)	 Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam lampiran VIII dan IX dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga
 
Penaglhan dengan Surat Paba
 

Pasal18 

(1)	 Pajak Parkir yang terutang berdasarkan SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2)	 Penagihan pajak parkir dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penuudaan Pembayaran dan Pembayaran Angsuran 

Pasal19 

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
pajak parkir terutang dilakukan sebagai berikut: 

a.	 wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara 
angsuran maupun menunda pembayaran pajak parkir 
harus rnengajukan pennohonan secara tertulis kepada 
Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 
fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding 
yang diajukan permohonannya. 

b.	 permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus 
melampirkan rincian utang pajak parkir pada tahun pajak 
yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta 
sudah diterima Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan 
Banding yang diajukan permohonannya. 

c.	 pennohonan pembayaran secara angsuran maupun 
penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan 
dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih 
dahulu mendapat telaahan dari Kepala BPPRO; 



d.	 pemberian angsuran tidak merumda kewajiban wajib pajak 
untuk melaksanakan pembayaran pajak parkir terutang 
dalam masa pajak berjalan; 

e.	 penundaan pemtayaran diberikan paling lama 1 (satu) 
bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang 
termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan 
Banding; 

f.	 pembayaran secara angsuran maupun penundaan 
pembayaran yang disetujui Eupati dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen); 

g.	 perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai 
berikut: 

1.	 perhitungan bunga dikenakan hanya untuk jumlah 
sisa angsuran; 

2.	 pokok Pajak Parkir angsuran merupakan hasil 
pembagian antara jumlah Pajak Parkir terutang yang 
akan diangsur dengan jumlah angsuran; 

3.	 bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1 
merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa 
angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); 
dan 

4.	 besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran 
adalah pokok Pajak Parkir angsuran ditambah 
dengan bunga sebesar 2 % (dua persen). 

h.	 perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah 
sebagai berikut: 

1.	 perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh 
jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda, yaitu 
hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) 
dengan jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda; 

2.	 besamya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh 
jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda ditarnbah 
dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan 

3.	 penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus 
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan 
yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. 

1.	 terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan 
pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan 
permohonan penundaan pembayaran untuk pajak parkir 
terutang yang sarna. 

SABIX
 
PENGURANGAN DAN KERlNGANAN PAJAK
 

Pasal20 

(1)	 Bupati berdasarkan pennohonan wajib pajak dapat 
memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir 
yang terutang. 



Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak(2) 
Parkir yang terutang ditetapkan oleh Bupati. 

(3)	 Pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir 
terutang paling tinggi 25% (dua puluh lima persen]. 

(4)	 Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak 
Parkir yang terutang diatur sebagai berikut : 

a.	 permohonan pengurangan atau keringanan pajak 
parkir yang terutang disampaikan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia kepada Bupati disertai 
dengan alasan yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi 
KTP dan SPfPD (apabila dikuasakan wajib 
melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi 
KTP penerima kuasa); 

b.	 berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Bupati melakukan analisa kelayakan 
permohonan pengurangan atau keringanan Pajak 
Parkir yang terutang; 

d.	 apabila permohonan pengurangan atau keringanan 
Pajak Parkir yang terutang ditolak, Bupati harus 
memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan 
penolakannya; dan 

e.	 keputusan pemberian pengurangan atau keringanan 
Pajak Parkir yang terutang harus disampaikan kepada 
wajib pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima. 

(5)	 Bentuk dan format keputusan pemberian pengurangan 
atau keringanan Pajak Parkir yang terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAEX
 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
 

ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU
 
PBIlBATALAN KETETAPAN PAJ,I.\K
 

Bagian Kesatu
 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
 

Pasal21
 

(1)	 Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administratif berupa bunga, denda;: dan kenaikan pajak 
parkir yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafen wajib pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

{2}	 Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif 
berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Parkir yang 
terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang 
terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. 



(3)	 'rata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
sebagai berikut : 

a.	 wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan 
alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP 
dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, 
SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib 
melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi 
KTP penerima kuasa; 

b.	 berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Bupati menunjuk Kepala BPPRD 
untuk melakukan pengkajian dan penelitian; 

c.	 hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada 
Bupati sebagai dasar untuk memberikan keputusan; 

d.	 keputusan pemberian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh 
Bupati; 

e.	 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah menerima permohonan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan 
keputusan berupa dikabulkan atau ditolak; 

f.	 apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga] bulan 
sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati belum 
memberikan keputusan, maka 
sebagaimana dimaksud pada huruf 
dikabulkan; dan 

permohonan 
a dianggap 

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati : 

a.	 memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan 
penolakannya; atau 

b.	 memerintahkan kepada wajib pajak untuk 
membayar pajak terutang beserta sanksi 
administratif dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan. 

(5)	 Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan 
berdasarkan alasan yang dapat diterima, 
Bupatimengurangkan atau menghapus sanksi 
administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan 
pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT. 

(6)	 Wajib pajak melakukan pembayaran pajak parkir paling 
lama 1 (satu) bulan sejak disetujuinya permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Bagian Kedua 
Pembt:tulaD, Penguran£8D atau Pembat&1aD Ketetapan Pajak 

Pasal22 

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena 
jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis danIatau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 



penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

Pasa123 

Bupati berdasarkan permohonanan Wajib Pajak dapat ; 

a.	 mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; dan 

c.	 membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak 
Parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan. 

Pasal24 

(1)	 Pengurangan atau pembatalan Pajak Parkir yang terutang 
atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut: 

a.	 Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; 

b.	 surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta 
barn yang meyakinkan; 

c.	 dalam surac permohonan wajib· pajak harus 
dilampirkan dokumen berupa fotokopi;

I: 
1.	 identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan 

wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan 
fotokopi KTP penerima kuasa; 

2.	 SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPON atau 
SKPOLB yang diajukan permohonannya; dan 

3.	 alasan yang mendukung diajukannya 
permohonan. 

(2)	 Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 
d.ipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan 
kepada wajib pajak. 

(3)	 Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak parkir 
karena jabatan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala 
BPPRD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya 
temuan barn. 

Pasal25 

(1)	 Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 atau karena jabatan, Bupati 
meminta Kepala BPPRO untuk membahas pengurangan 
atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir. 

(2)	 Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas 
pengurangan atau pembataIan ketetapan Pajak Parkir. 



Berdasarkan laporan Kepala BPPRO dan telaahan(3) 
pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan 
ketetapan Pajak Parkir, Bupati memberikan keputusan. 

Pasal26 

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan Pajak Parkir, Kepala BPPRD segera: 

a.	 melakukan pembatalan ketetapan Pajak Parkir yang lama 
atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan 

b.	 memerintahkan kepada wajib pajak melakukan 
pembayaran Pajak Parkir yang terutang paling lama 1 
(satu) bulan setelah diterimanya keputusan, 

BABXI
 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
 

Baglan kesatu
 
PembukuaD
 

Pasal27 

(1)	 Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet 
paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. 

(2)	 Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut sebagai berikut : 

a.	 pembukuan sekurang-kurangnya memuat 
pemasukan, pengeluaran dan saldo; 

b.	 pembukuan diselenggarakan secara kronologis 
berdasarkan urutan waktu; 

c.	 apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) 
usaha parkir ma.ka pembukuan dilakukan secara 
terpisah; 

d.	 pembukuan didukung dengan dokumen lain yang 
menjadi dasar perhitungan Pajak Parkir karcis atau 
dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya; 

e.	 neraca; dan 

f.	 laporan rugi laba perusahaan. 

(3)	 Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet 
dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per 
tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang 
berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang 
dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak 
Parkir terutang. 

(4)	 Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet 
atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah 
sebagai berikut: 

a.	 menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan 
bruto usahanya secara lengkap dan benar; 



b.	 rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis 
berdasarkan urutan waktu: 

c.	 apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) 
usaha parkir, maka rekapitulasi dilakukan secara 
terpisah; dan 

d.	 rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang 
menjadi dasar perhitungan pajak parkir berupa karcis 
atau dokumen lainnya. 

(5)	 Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus 
mencenninkan keadaan atau kegiatan usaha sebenamya. 

Pasal28 

(1)	 Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan 
norma pembukuan yang berlaku. 

(2)	 Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir 
yang terutang. 

(3)	 Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta 
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha 
atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) 
tahun. 

Bagian Kedua
 
Pemeriksaan
 

Pasal29 

(1)	 Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Bupati 
berwenang melakukan perneriksaan untuk rnenguji 
kepatuhan pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dan 
tujuan lain <ialam rangka melaksanakan Peraturan Daerah 
tentang Pajak Daerah. 

(2)	 Untuk keperluan pemeriksaan, petugas perneriksa harus 
dilengkapi dengan tanda pengenal perneriksa dan surat 
perintah pemeriksaan serta mernperlihatkan kepada wajib 
pajak yang diperiksa. 

(3)	 Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban 
yang menyebabkan petugas pemeriksa menernui kesulitan 
dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk 
pengenaan besarnya Pajak Parkir yang terutang dapat 
dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet 
atau penerirnaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(4}	 Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit) Bupati 
berdasarkan permohonan Kepala BPPRD dapat menunjuk 
Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi petugas 
pemeriksa pajak. 



Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak,(5) 
Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat 
Kepolisian atau inscansi yang terkait. 

(6)	 Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan 
atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas 
pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan 
perneriksaan. 

BABXII
 
TATA CARA PENGEMBALlAK KELnBIILU" PEMBAYARAN
 

Pasal30 

(1)	 Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, wajib pajak 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran kepada 3upati. 

(2)	 Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terjadi apabila : 

a.	 Pajak Parkir yang dibayar temyata lebih besar dari 
yang seharusnya terutang; atau 

b.	 dilakukan pe mbayaran Pajak Parkir yang tidak 
seharusnya terutang. 

(3)	 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
rnemenuhi persyaratan : 

a.	 permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan mencantumkan besarnya 
pengernbalian yang dimohonkan disertai alasan yang 
jelas; 

b.	 permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak 
atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila 
dikuasakan; 

c.	 permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan 
bukti pembayaran yang sah; dan 

d.	 surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, 
dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak 
harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup. 

(4)	 Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) 
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan. 

(5)	 Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap 
permohonan pengembalian sebagai dimaksud pacta ayat 
(2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Kepala BPPRO harus 
raemberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB. 

(6)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu 



keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak 
parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB hams 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(7)	 Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pernbayaran Pajak Parkir langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak tersebut. 

(8)	 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak cliterbitkannya SKPDLB. 

(9)	 Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Pajak Parkir. 

Pasal31 

(1)	 Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, 
maka pengembulian Pajak Parkir dilakukan dengan 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas 
kelebihan pembayaran Pajak Parkir. 

(2)	 SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir dibebankan 
pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak 
dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan. 

(3)	 SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir tahun
tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada 
mata anggaran tak terduga, 

BABXIU
 
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
 

PENGENDALIAN
 

Pasal32 

(I)	 Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan 
pengendalian Pajak Parkir ditugaskan kepada BPPRO. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD dapat bekerja 
sama dengan instansi terkait. 

BABXIV 
JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG 

Pasal33 

(1)	 Bagi wajib pajak parkir atau penanggung pajak parkir 
dengan cara menghitung sendiri (Self Assesment) jatuh 
tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 1 
(satu] bulan setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT 
oleh wajib pajak atau penanggung pajak. 

(2)	 Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh wajib pajak atau 



penanggung pajak, maka dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak 
parkir setiap bulan terhitung dari pajak yang kurang bayar 
atau terlambat dibayar dan ditagih dengan STPD. 

BABXV
 
TATA CARA PEIfGAWASAN
 

Pasa134 

(1)	 Dalam hal pengawasan, Kepala BPPRD dapat menetapkan 
dan menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas 
dan/atau peralatan. 

(2)	 Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berfungsi sehagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi. 

(3)	 Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk melakukan pengawasan operasional dan 
perhitungan data omzet dengan hatas waktu tertentu 
dan/atau dengan pertimbangan garis tertentu. 

(4)	 Setelah dilakukan pengawasan dengan batas tertentu yang 
akan ditetapkan oleh Kepala BPPRD, maka wajib pajak 
atau penanggung pajak berkewajiban untuk mengisi dan 
mendatangani berita acara hasH pengawasan 

BABXVI
 
IIfSEIfTIF PEMUNGUTAN
 

Pasal35 

(I)	 Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Parkir 
diberikan insentif atae dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2)	 Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
bedalan. 

(3)	 Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sehesar 5% (lima persen] dari realisasi 
pendapatan. 

(4)	 Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk : 

a.	 Bupati 0,50 % (nol koma lima puluh 
persen); 

b.	 Wakil Bupati 0,25% (nol koma dua puJuh lima 
persen): 

c.	 Sekretaris 0,25% (no1 koma dua puluh lima 
Daerah persen); dan 

d.	 BPPRD dan 4% (empat persen). 
instansi terkait 
yang membantu 
melaksanakan 
pemungutan 



(5)	 Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BABXVlI 
KETEKTUAN PENUTUP 

Pasal36 

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 16 tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dieabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal '3 Jan~ar1 2018 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal '3 Januarl 2018 

~.qu'r~TENLAMPUNG SELATAN 

FREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TABUN 2018 NOMOR 02 



LAMPIRAN I	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 02 TAHUN 2018 
TANGGAL : 3 Januari 2018 

BENTUK DANTATA CARAPENGISIAN FORMULIR PENDATAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN 

BADAN PENGEWLA PAJAK 
DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jl. Mustafa Kemal No.45 

Kalianda 
Kabupaten Lampung Sealatan 

FORMULIR PENDATAAN 
PAJAK DAERAH 

PAJAK PARKIR 

Tanggal Pendataan 

...................................................... 

A. NPWPD 

OJ = B. NAMA WAJIB PAJAK 
OJ OJ 

· · 
C. ALAMATWAJIB PAJAK · 

D. NAMA USAHA 

E. ALAMAT TEMPAT USAHA · 

F. DESA / KECAMATAN · 

G. TELPHONE 

Kalianda, 
.................................. 

Petugas Pendata 

l ........................) 
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : 

KolomA	 Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD 
(apabila sudah ada) 

Kolom B, C, D, E, F dan G	 Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat 
lzin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau 
diisi sesuai keadaan/lokasi usaha 

SUPAT! LAMPUNG SELATAN,
 

ZAIRUDIN HASAN
 



-----------------------

BItJITVK DAR TATA CARA PBNOIBIAIf FORllULIR PBJmAn'ARAR 

I 
PEllElUBTAB KABUPATU LAJIPUJfO 8IL\TAR 

BADAR nRGELOLA PAJAK DAR RETRJBUB1 DA&RAB 
..n. KoL Kan.ra KeIuI Ro. 48 Kalle.d. 

T.I.. 0721 ~1 

NomOI" FormulJr 

I I I I I I 

KepadaYth. 

di . 

I I 

PEI<HATIAN : 

1 Harap dilsl daI.am rangkap dua (2)ditulis dengan huruf CETAK. 
2 Beri tanda V pada kotak CiJtg tersedia untukjawaben yang diberikan 

3 setelah Fonnulir pendaftaran ini diisi dan ditanda ~. harap diserahkan kembali 
kepada. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Oaerah Kabupatert Lanlpung Selatan di KaIlanda 

OIlSI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN 

1 Nama Badanl Merk Usaha 

2 AIamat (Potocopi Surat Keterangan Domisili dilampirkanl 
- JaJan I No. : 
- fIT/RW IRK : 
- KeIurahan : 
- Kecamatan : 

- Kabupaten I Kotamadya : 
- Nomoi"Telepon : 

-KodePOs : I I I I I I 
3 Surat izin yang dimlliki (Photocopy Surat lzin harap dilarnpirkan) 

- Surat Izin tempat usaha : No. ..•.................. TgI . 

• Sumt Izin : No. TgL . 
- Surat Izin .•................ : No. Tgi . 

- Sumt Izin ...........•...... : No. TgI . 

4 Bidang Usaha (Hamp diisi sesuai dengan bidang usahanya) 
c:J Biro Reldame 
c:J Pengambllan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
c:J Pemanlaatan Air Bawah Tanah dan Air Pennukaan 

c::J Hiburan 
c:J Hotel 

D Restoran 
c:J Lalnnya yang lidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu : 

KETERANOAN PEMiLIK ATAU PENGELOLA 

5 Nama Pemilik I Pengelola 

6 Jabatan : 
7 Alamat Tempat TlnggaI 

- JaJan I No. : 
- fIT IRW IRK : 
- Kelurahan : 
- Keeamatan : 
-~oopatert/~~ya : 
- Nomor Telepon : 

-KodePOs : I I I I I I 

20 

8 Kewajiben Pajak 

c:J Pajak Hotel 

c:J Pajak Restoran 
c:::J Pajak Hiburan 

c:J Plijak RekIame 
c:::J Pajak Penerangan jaIan 
c:J Pajak Parkir 
D Pajak Air Tanah 
D Pajak Sarang Burung Walet o Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

DllSI OLEH PENERIMA 
Diterima t:angga1 : 

Nama Jelas I NIP 

KaIlanda. ........••........... 
NamaJelas : 

Tanda Tangan : 

OIlS! OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 

NPWPD Yang Dlberlkan 

Nama Jelas I NIP 

Tanda Tangan Tanda Tangan 

No. Formultr : . 

NAMA 

ALAMAT 

Kalianda, . 20 

YANGMENERIMA 

( ) 

BUPATI LAIIPOKO BJILA'l'AlI. 



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUlIG SELATAN 
NOMOR: 02 TAHUlf 2018 
TANGGAL : 3 Januari 2018 

• PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

JI. Kol. Mustafa Kemal No. 45Kalianda 
Telpon. 0727 7320321 

NO. SPTPD 

Maa Pajak 

~,ahun Pajak 

SPTPD 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

Kepada Yth. 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH KAB LAM-SEL 
di KALiANDA 

PERHATIAN : 
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan hurut CETAK 
2. Beri nomor pada kotak c=Jyang tersedia untuk jawaban yang diberikan 

3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
paling lambat pada tanggal .. 

4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara jabatan untuk WP yang 
berdasarkan Offical Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Selt Assesment. 

A. NPWPD 
B. NAMA WAJIB PAJAK 
C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL 
D. KELURAHAN I KECAMATAN 
E. KOTA I KODE POS 
F. JENIS USAHA 

MERKUSAHA 
ALAMAT USAHA 
BERDIRINYA USAHA 

G. NOMOR TELPON I FAX 

,, 

09 
10 

A.UIl~IULl:H 

Ul t"emotelanwenglnapanlVVlsata/l empat wsata 
02 Restauran/Rumah Makan 
03 Perbankan 
04 Pasar Swalayan dan Pertokoan 
05 Apotik dan Wartel 
06 Rumah SakitlRumah Bersalin/Klinik/Prakter Dokter 
07 BUMN/BUMD/PT/CV 
08 Tempat Penitipan Kendaran Bermotor termasuk Pangkalan Truk dan 

sejenisnya 
Tempa! Penjualan Kendaraan Bermo!or 
Tempat Hiburan/Rekreasi/Kolam Renang/Pemancingan 

II1. uOlongan usana: IL..._....L-_......... 

2. TARIF DAN JUMLAH KENDARAAN 
~I .1l:NI~ I At<11" (t<P) .IIIMI DoH 

_·-------11 

-- .  - -·-----11 
1 Sedan, Minibus, Jeep, Pick Up Rp -
2 ~ngku!an Barang I sOX - Rp . - -
3 Bus, Truk danJenisnya-~--- Rp -

[ ~~::i~rdansej""in"ya . ~ ....• •.: _"-._._. . 11 

10% 

ts. UM£l: I TANu HAt<U~ Ull~1 ULl:H 

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal 
Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : 
a. Masa Pajak 
b. Dasar Penggenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) 
c. Tarit Pajak (Sesuai Perda) 
d. Pajak Terutang ( bxc) 

: 10% 

: . 
: . 

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang unluk Masa Pajak sekarang (akumulasi dari awal 
Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : 
a. Masa Pajak 
b. Dasar Penggenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) 
c. Tarf Pajak (Sesuai Perda) 
d. Pajak Terutang (b x c ) 



O. PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan sgala akibat termasuk sangs~-Sangsi sesuai dengan ketentuan perundang~ 

undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut 
diatas beserta lampiran-Iampirannya adalah benar, lengkap dan jelas 

Kalianda 
Wajib Pajak 

Nama Jelas 

.. 

E. 01151 OLEH PETUGAS PENERIMAAN BPPRO 

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki 

1. Offical Assesment (dihitung dan ditetapkan oIeh Pejabat BPPRO) 

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri) 

Oiterima tanggal : 

Nama Petugas • 

NIP • 

( ) 

Gunting disini 

NPWPD 
Nama 

Alamat 

TANDA TERIMA 

No. SPTPD : 

Kalianda, 
Yang Menerima 

Nama Jelas 

SUPATI LAIIPUlfG SELATAN, 

ZAINUDIIf HASAN 



LAMPIRAlf IV: PERATURAlf BUPATI LAllPUNG SELATAIf 
IfOIlOR: 02 TAHUIf 2018 
TAIfGGAL: 3 .Ianuari 2018 

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN 

I················..•... , 

PEMERINTAH KABUPATEIf LAllIPUJIG SELATAII 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAIf RETRIBUSI DAERAB 

Jl. Kol. Mustafa KemalNo. 4S KaUaada 
Telp. 0727 321302 

NPWPD: 0 D ITIIIIJ:I [[] ITIJ 
Kepada Yth. 

Di . 

SURATTEGURAN 
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD 
Nomor : . 

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum 
memasukkan SPfPD yang telah Saudara terima untuk diisi. 

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali 
SPfPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerlma Surat ini. 

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami 
akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak *) yang Saudara miliki 
secara Jabatan, yeng akan merugikan Saudara sendiri. 

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat 
dipenuhi sebagaimana mestinya. 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPALA BPPRO 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

......•.•.......•.•••.•......•....•• 
NIP . 

*) Coret yang tidak perlu 

------------- GuntingOisln; ------------ 
TANDATERIMA 

NPWPD 
Nama 
Alamat 

·· •....••.....•..•••.•.•.•.•.•..•.•........•.. 
·· •.•......••......•..•.........••....•••.••.. 
· ............................................ 

............. Tahun . 

( •••.•.....••.•.•.....) 

BUPATI LAllPUBG SKUTAN,
 

ZAINUDIN HASAN
 



LAMPIRAN V	 PERATURAN SUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 02 TAHUN 2018 
TANGGAL : 3 Januari 2018 

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 
P&IIBlUlITAB KAllUPATU LAIIPUlIO RLATAli SKPDKB 

BADAN PENGElOLAPAJAKDANRETRlBUSI DAERAH (SURAT KElETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) No. Urut 

JI. Kol. Mustafa KemaINo. 45 Kallanda Man Pajak .. ..................... = Telp. rrrn 7320321 Tahun Pajak .. ..................... I 

I. 

II. 

1. 

2. 

Nama	 .. ........................................................
 
.Alamat	 .. ......................................................
 

NPWPD	 : Cl CJ I I I I I I I I CCJ eI:J:::I 
Tanggal Jatuh tempo .........................................................
 
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 

AyatPajak I I I I I I I I 

Nama Pajak	 .. .....................................................
 
Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan	 Rp. 

2. Pajak yang terhutang	 Rp. 

3. KreditPajak 
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 

b. Seloran yang dilakukan	 Rp. 
c. Lain-lain	 Rp. 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	 Rp 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3c)	 Rp. 

5. Sanksi administrasi : 

a. Bunga (Ps 97 (12»	 Rp 
b. Kenaikan (Ps 97 (5»	 Rp 
c. JumJah Sanksi Administrasi (a + b)	 Rp 

6. Jumlah yang maaih htlu'u$ dibayar (4 + 5<:)	 Rp. 

Dengan Huruf : I	 I 
PERHATIAN 

Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktupaling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima. dikenakan sangsi atau 

berupa bungga sebe8ar 2% perbulan. 

....................•............. Tahun ................
 
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPALA BPPRD 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

.........................................................................
 
NIP...............................
 

1	 -----------. ---------------- Gunting disini 

No. SKPDKB : '" . 

TANDA TERIMA 
NPWPO 
NAMA 
ALAMAT 

...................., Tahun . 
YANG MENERIMA, 

(	 ) 

BUPATI LAllPUNG 8ELATAN, 

ZAlNUDIN HASAN 



LAIIPIRA.II VI : PBRATURAB BUPAD LAIIPOJIG SBLATAlI 
BOMOR: O~ T.AIIUR 201. 
TAlIGGAL: 3 Janllarf 2018 

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG SAYAR TAM BAHAN 

• JI. Kol. MustIIfa Kemal No. 45 KlIl1anda 

Telp. 07» 7320321 

SKPDKBT 
(SURAT KETETAPAN P,lYAK DAERAH KURANG BAYAR 

TAMBAHAN) 

Mesa Pajak 

Tabun Pajak 

No.Urut 

I I I I I 0 

Nama 

Alamat 

NPWPD 
Tanooal Jatuh temoo 

:0 CJ I I I I I I I II I II I I I 

I. telah dilakukan pemeriksaanatau keteranganlain atas pelaksanaankewajiban : 

Ayat Pajak : CII:J::C:I:J:J 
Nama Pajak ••••.••••••.•••••••••••••••••••••••..••.•••••••.•••.•• 

Rp 

Rp. 

Rp. 
Rp. _ 

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+ b + c) 

II. Dan Pemenksaanatau Keteranganlain tersebut diatas. perhitunganjumlah yang masih harus dibayaradalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Rp. 

2. Pajak yang terflutang Rp. 
3. Kredit Paiak 

a. Kompensasikelebihan dari tahun sebelumnya 

b. setoran yang cfilakukan 

C. Lain-lain 

4. Jumlah kekuranganpembayaran Pokok Pajak (2 • 3d) 

5. Sanksi administrasi : 

a. Bunga 
b. Kenaikan 
c. Jumlah 8anksi Administrasi (a + b) 

RpRo _ 

Rp. 

Rp 

6. Jumlah yang masih haNS dibayar (4 + SC) Rp. 

Dongan HUM: I I 

PERHATIAN 

1. Harap penyetorancfilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung) cfengan menggunakanBurst Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayarsetelah lewatwaktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterimadikenakan sanksi administrasi 
berupa bungs sebesar 2% per bulan. 

. Tahun . 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 
KEPALA BPPRD 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

.................................... 
NIP•.................•........••.. 

Gunting disini ------------------_. 
No. SKPDKBT: 

TANDA 

TERIMA 

NPWPD 
N#\M#\ 

ALA MAT 

...................., Tahun . 
YANG MENERIMA, 

( ) 

BUPATI LAllPUKG 8ELATAIf, 



I 

/ 

LAJIIImAlI VB: PERATURAlI BUPATIIAllPUIIO SIi:LATAlI 
BOIIOR: 02. TAHU1I2018 
TAlIOOAL: :3 .lanuari 2018 

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NMIL 

PEIIERIlITAH KABUPATElI LAIIPUIIG SELATAlI 
,'i' "·<.'c' RADAR PElIGELOLA PAJAK DAR RBTRIBUSI DABRAII
 

.n. Ko1. IIlWtaI'a KeID81 Bo. 4S KaUpad.
 

Telp. 0727 321302
 

: .................................................................
 
: ._........._......................_.....__...............
 

: I I I I I I Ic:::r c:::r • • 

SKPDB
 

(SURAT KETBTAPAR PAJAK DABRAlllIIBILt
 No. Urut 

IluaPlVak : ..........._........
 [[[I]l] 
Tah-PlVak : ............_....-..
 

I I I I I I 

Bama

AIamat
1IPWPD

1. 

AyatPlgak

NamaPlgak 

n, 

1.

2.

3.

4.

Telah diIakukan pemerikllWlIl atau keterarumn lain atas nelaksanaan kewaiiban : 

: I I I I I I I I 
: •••••••••••••••••••••• 4 •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dari Pemeriksaan atau K£teJ'aDIPlD lain tersebut diatas, perllit:utlpn jumlah yang masih barus dibayar adaJahsebapi berikut : 

Dasar Pengenaan Rp
 

Pajak yang terhutang Rp
 

Kredit Pajak
 

a. KompenM8i kelebiban dati tahun sebelumnya Rp 
b. Setoran yang diIakukan Rp 

c. Lain-lain Rp 

D. STP (pokok) Rp 

d. Jumlah yang dapat dikreditlcan (a + b + C + d] Rp 

Jum1ah yang hams dibayar (2 - 3e) NIHIL 

...................., ............. Tahun ................
 
a.n. SUPAn IAMPUNG SElATAN 

KEPALA BPPRO 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

~ ...................................................
 
NIP. aaa ...... aa •• a •• "aa •• aa •• a ••• a. 

Gunting disinf ---------------_. 
No. SKPDN: . 

TABDA TBRUIA 

NPWPD: 
NAMA 

ALAMA': 

20 .... 
YANG MENERIMA, 

( ) 

SUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

ZAI1WDIIf IIASAIf 



LAIIPIRAII vm : PBRAT1JRAlI BUPATI LAIIPUlIO 81I:LATAlI 
.O.OR: 02 TABUB 3018 
TAlIGGAL: ., .!anUarl 2018 

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAK PAJAK DAERAH 

SSPD 

( SURAT SETORAlf PAJAK DAERAH ) 

Tahua ••••••••••••••••••••. 

......_.-......-._._....................-.-..................._....................._.-........_.....
 

........................................................................................................................
 

I I I I I I I CD CD
 
BKPD 0 BTPD 0 LAllI-LAllI
 

BKPDT 0 8PTPD
 

8KPDKB BE PBIIBETULAIt
0 
BKPDKBT 8E KEBERATAlI'0 

Tahun: ...................... No. Urut: ...............
 

.lea PeJak Daerah Jumlah fRp) 

Rp. 

Rp.Jumlah Setoran Pajak 

.............., ....................................
Diterima Oleh, 

Penyetor 

..................... 

...................... 

.....................
 

( .................................. )
 

PEllERlRTAH KABUPATEII LAllPUBG SBLATAR 

BADAlI' PEIIGELOLA PAJAK DAlI' RETRlBU81 DAERAH 

JL KoL MlUItafa Kemal Ko. 45 Ka1iaDda 

Telp. 0727 7320321 

Nama : ..........-
Alamat : .....-
NPWPD :0 I 

: 0 
0 
0 
0 

: Masa Pajak: .................... 

No Ayat 

Dengan Huruf : 

Ruang untuk Teraan 

Kas Register/Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran 

Petugas Penerima Tanggal 

Tanda Tangan 

Nama Terang 

*) Beri tanda V pada kotak o sesuai dengan ketetapan yang dimiliki 

BUPATI LAJIIPUlIIG SELATAN, 



LA.IIPIRAK IX : PERATORAB BUPATI LAIIPU1IG SBLATAlI 
BOKOR: 02 TABUK2018 
TAlIGGAL : "3 Januari 2018 

BERTUK DO FORMAT 8URAT TAGIRAII PAJAK DAERAII 

II 
PEIIERlNTAH KABUPATEN lAMPUNG SELATAN STPD 

IlADAN PI!NGELOI.A PA.W( DANRETIIlBUIlIIlAERAH (SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH) 

JL KeI. IIuBWa KlIIIIIII No. ASKIIIianda 

MasaPajak : ......................
TlIIp. t1n1 321302 

TahunPajak : .....................
 

No.Urut 

0 I I I ,I 

Nama	 : ..............................................................................................................
 
AI8JMt	 : ..............................................................................................
 
NPWPD ;C( 0 o::::r::r::::r: CD o::::I:J 
T8"9981 Jatuh tempo : ......................................................................................
 

I. Telah dilakukanpemerlksaanatau ke\eranganlain alas pelaksanaankewajiben: 

AyalPajak : I I I I I I I I
 
Nama Pajak : ...................................................... ,-,
 

II. Dan Penelitiandan atau Pemenksaantersebut dialas, pertlitunganjumlah yang masih halUS dibayaradalah setlagai berlkut : 

t, Pajak yangkurangdibayar	 Rp 

2. Sanksi administrasi 

a. Bunga	 Rp 

3. Jumlah yang masih halUS dibayar(1+ 28)	 Rp 

Deng8n HUM I	 I 
PERHATIAN 

1.	 Harap penyetoran dilakukanmelalui BKP atau Kas Daerah( Bank Lampung) dengan menggunakan Sural SetoranPajak Daerah
 
(SSPD).
 

2.	 ApabilaSTPD ini tidak atau KurangDibayarsetelah Iewal waktu paling lama 30 han STPD ini diterimadikenakansanksi adminis1rasi
 
berupabungasebesar2% per bulan
 

...................., ............. TallOn ................
 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPALA BPPRO 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

....................................
 
NIP. .. ................................................
~ 

Gunting dlslni 

TANDA TERIMA 

No. STPD: . 

NPWPD 

NAMA 

ALAMAT : 

YANG MENERIMA, 
20.... 

( , ) 

SUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

ZAIlfUDlIf IIASAN 



LAMPIRAN X	 PERATURA BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 02 TAHUN 2018 
TANGGAL :, .Tanuar1 2018 

BElfTUK SURAT KEPUTUSAlf PElfGURAlfGAlf PAJAK PARKIR 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Mustafa Kemal No.45 Kalianda Lampung Selatan 35513
 

Telp/Fax. (0727) 321302
 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEWLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENTANG 

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR
 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,
 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

a.	 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas 
permohonan pengurangan Pajak Parkir Nomor . 
tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk 
mengurangkan besamya Pajak Parkir yang terutang; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang ...,,,..,,,,.; 

1.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

2.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor ."".tentang 
Tata Cam Pengelolaan Pajak Parkir; 

Surat permohonan pengurangan Pajak Parkir atas nama 
.......... " .,. tanggal ....... "., yang diterima lengkap oleh 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan pada tanggal . 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR 
YANGTERUTANG.
 

Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak
 
Parkir yang terutang kepada Wajib Pajak:
 
Nama Wajib Pajak " " " "."" "
 
Alamat Wajib Pajak "".."." " "" "."".
 
Nama Usaha " "." " .. " ". " .
 
Alamat Usaba .
 
Besamya Pengurangan " .
 



KEOUA	 Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum kesatu Pajak Parkir yang 
sehamsnya dibayar adalah sebagai berikut : 
Pajak Parkir yang terutang : Rp . 
Besamya Pengurangan ( % x Rp ) Rp . 
Jumlah Pajak Parkir yang seharusnya Rp . 
dibayar 
(......................................................•......•....•..•.......•....•.....) 

KETIGA	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di	 Kalianda 
pada tanggal 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 
KEPALA BPPRD 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

..............................
 
NIP	 . 

*) caret yang tidak perlu 

BUPATI LAllPUNG SELATAN, 

ZAlIroDIN HASAN 

http:�......�....�..�.......�....�



